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PERMENKEU RI NOMOR 200/PMK.02/2020 TANGGAL 16 DESEMBER 2020 (BN TAHUN 2020 NO.1493) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS 
LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN HAL YANG TERCANTUM DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG 
BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 (COVID-19) 

ABSTRAK :  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 13, Pasal 15 huruf b Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Menteri Keuangan selaku 
pengelola fiskal berwenang mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif 
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan 
untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden guna mengurangi dampak Corona Virus Disease 2019 
(COVID19) dalam rangka meningkatkan Stimulus Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah atas Layanan Permohonan Perubahan Hal 
yang Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 
4286); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 9 Tahun 2018 (LN 
Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245); PP No. 28 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 71, TLN No. 6335); 
Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN 
Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 
No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);  

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia meliputi penerimaan dari Permohonan Perubahan Hal yang Tercantum dalam Sertifikat 
Jaminan Fidusia pada Pelayanan Jasa Hukum, dan dalam upaya mengurangi dampak negatif 
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).   

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Permohonan Perubahan Hal yang 
Tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia diberikan kepada Penerima Fidusia, Kuasa, atau 
Wakilnya yang mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui 
Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, dan atas tarif tersebut ditetapkan sebesar 
Rp0,00 (nol Rupiah) sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal               
17 Desember 2020. 

 


